BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,
o Menimbang :a. bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya yang

terintegrasi untuk menghasilkan informasi tentang daftar,
status dan peta risiko dalam suatu kegiatan yang perlu
diciptakan pengendaliannya serta untuk mempercepat
penyelenggaraan SPIP dilingkungan pemerintah Kabupaten
Bone Bolango;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman  Pelaksanaan Penilaian Risiko dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
) Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
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Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5153);

12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-
2014,

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN
™ RISIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Penilaian Risiko
adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam

pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
o Pedoman penilaian risiko disusun dengan maksud untuk memberikan

acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan,
dan penyelenggaraan SPIP dilingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten
Bone Bolango melalui identifikasi dan analisis risiko sehingga diperoleh

daftar risiko, status risiko dan peta risikonya.

Pasal 3
Pedoman penilaian risiko disusun dengan tujuan:
a. memberikan acuan yang aplikatif dan integrative bagi instansi
pemerintah dalam pelaksanaan penilaian risiko;
b. memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan

yang perlu diciptakan pengendaliannya;



C. memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan
pemantauan suatu kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bone Bolango.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman penilaian risiko adalah kegiatan Pemerintah

Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari:

a. strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang
menjadi tanggung jawab Bupati;

b. organisasi yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat
manajerial yang menjadi tanggung jawab Esselon II/esselon mandiri
lainnya (entitas pelaporan); dan

C. operasional yaitu penilaian risiko dj tingkat kegiatan operasional.

Pasal 5
Sasaran pengguna pedoman penilaian risiko adalah :
a. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang meliputi SKPD dalam
kaitannya menyelenggarakan SPIP; dan
b. Inspektorat Kabupaten Bone Bolango dalam kaitannya melakukan
pembinaan SPIP.
BAB IV
TAHAPAN PENILAIAN RISIKO
Pasal 6
Pelaksanaan penilaian risiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan

kriteria, dan langkah kerja penilaiannya.

Pasal 7

(1) Prakondisi penilaian risiko adalah tahapan untuk menindaklanjuti
desain penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian risiko
sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan
pengendalian intern.

(2) Penetapan kriteria adalah tahapan untuk menetapkan konteks
risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko,
dan pemahaman proses operasional (bussiness process) atas
kegiatan yang dinilai risikonya.

(3) Langkah kerja penilaian risiko adalah tahapan yang terdiri dari
identifikasi dan analisis risiko, serta pelaporan hasil penilaian risiko

yang didalamnya memuat daftar risiko, status risiko, dan peta risiko.



BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8
Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bone Bolango.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pedoman pelaksanaan penilaian risiko dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango mengacu pada Peraturan Kepala BPKP
Nomor : PER-688/K/D4/2012.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone Bolango.
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WAKIL BUPATI : pada tangga 2| Juai 2017
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ASISTEN I s MIM POU

INSPEKTUR : M/

Diundangkan di Suwawa_
pada tanggal codue 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA. M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR



